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ABSTRAK 

 

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UPT 

PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN 

MANDAU KOTA DURI 

OLEH:  

AZZAHRA AULIA 

NIM.02270625729 

 

 

Pemungutan pajak restoran memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran yang diterapkan 

di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Kota Duri. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi dan wawancara hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme 

pemungutan pajak restoran dimulai dari pelaporan omzet bulanan oleh wajib 

pajak. Setelah itu, petugas pelayanan UPT akan membuat dan menerbitkan kode 

billing. Kode ini kemudian diberikan kepada wajib pajak sebagai dasar untuk 

melakukan pembayaran. Wajib pajak selanjutnya membayar pajak sesuai nominal 

yang tercantum melalui Bank Riau Kepri atau menggunakan layanan m-banking. 

Setelah pembayaran dilakukan, wajib pajak menerima bukti pembayaran dari 

bank.Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

pajak restoran, UPT melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan 

penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak  

 

 

Kata kunci: Pajak Restoran, Mekanisme dan Pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang 

memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. 

Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah kontribusi wajib dari individu 

maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, di mana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik yang 

bersifat rutin maupun pembangunan infrastruktur serta fasilitas publik. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Suandy (2021) yang menyatakan bahwa pajak 

merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur 

perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas 

keuangan negara. 

Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki beberapa fungsi utama 

yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. Pohan (2019) menjelaskan bahwa fungsi pajak meliputi fungsi 

budgetair, regulerend, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Fungsi 

budgetair menegaskan bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara 

yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Fungsi 

regulerend menunjukkan peran pajak dalam mengatur aktivitas ekonomi, 

misalnya melalui kebijakan insentif pajak yang mendorong investasi pada 

sektor tertentu. Selain itu, pajak berfungsi dalam redistribusi pendapatan 

dengan memastikan bahwa hasil pajak digunakan untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu melalui program sosial. Fungsi stabilisasi 
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ekonomi menegaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengendalikan 

inflasi dan deflasi serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional. 

Dalam pemerintahan daerah, pajak berperan sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk mendukung pembangunan 

lokal. Siahaan (2020) menjelaskan bahwa PAD berasal dari sumber daya 

ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan digunakan untuk membiayai berbagai 

program pembangunan tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. 

 Salah satu jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah 

pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi 

penjualan makanan dan minuman di restoran, warung makan, kafe, dan 

sejenisnya. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi 

banyak daerah yang memiliki sektor kuliner yang berkembang pesat. 

Pajak restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa pajak 

restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, baik untuk 

konsumsi di tempat maupun layanan bawa pulang (take away). Selain itu, 

regulasi terbaru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menegaskan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah yang 

dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tarif maksimal sebesar 10%. 

Pajak restoran memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kapasitas fiskal 

daerah. Setyowati (2023) menjelaskan bahwa penerimaan dari pajak restoran 

membantu daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membangun 
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infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di 

sektor kuliner dan pariwisata. 

Pemungutan pajak restoran dilakukan dengan mekanisme di mana restoran 

mengenakan pajak kepada pelanggan pada saat transaksi pembayaran. Pajak 

yang telah dipungut tersebut harus disetorkan oleh pihak restoran ke kas 

daerah dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah 

daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2022 

menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran dapat dilakukan secara 

manual maupun elektronik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan pajak daerah.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak daerah yang mulai 

menerapkan sistem pajak elektronik atau e-tax untuk meningkatkan efisiensi 

administrasi perpajakan. Rahayu (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa penggunaan sistem e-tax dalam pemungutan pajak restoran dapat 

meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko kebocoran pajak akibat 

pelaporan yang tidak akurat. 

Kecamatan Mandau di Kota Duri merupakan salah satu wilayah yang 

mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor kuliner. Banyaknya restoran, 

kafe, dan rumah makan yang beroperasi di wilayah ini menunjukkan potensi 

ekonomi yang besar dalam sektor makanan dan minuman. Berdasarkan 

laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Duri tahun 2023, jumlah restoran 

dan rumah makan di Kecamatan Mandau mengalami peningkatan sebesar 12% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai 

faktor, seperti meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya sektor 
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industri di Kota Duri, serta tingginya mobilitas masyarakat yang mendorong 

permintaan akan layanan makanan dan minuman. berikut adalah data wajib 

pajak restoran di Kota Duri dari tahun 2023-2025: 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Duri 

No Tahun Jumlah Wajib Pajak 

1 2021 69 

2 2022 81 

3 2023 95 

4 2024 102 

5 2025 115 

 Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah wajib pajak restoran di Kota Duri 

mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Pada 

tahun 2021, tercatat sebanyak 69 restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak. 

Angka ini kemudian meningkat menjadi 81 restoran pada tahun 2022, dan terus 

bertambah menjadi 95 restoran pada tahun 2023. Kenaikan jumlah tersebut 

mencerminkan pertumbuhan sektor usaha kuliner di wilayah Kota Duri, serta 

adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan 

dalam kewajiban perpajakan. 

Selanjutnya, pada tahun 2024, jumlah wajib pajak restoran kembali 

mengalami peningkatan menjadi 102, dan diproyeksikan mencapai 115 pada 

tahun 2025. Meski laju kenaikan tidak selalu sama besar setiap tahunnya, tren 

yang ditunjukkan tetap positif. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti kemudahan dalam proses registrasi usaha, dorongan dari pihak 

pemerintah daerah melalui sosialisasi pajak, serta implementasi sistem perpajakan 

berbasis digital yang mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan dan 

membayar pajak. 
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Namun demikian, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, hal ini 

belum tentu mencerminkan sepenuhnya efektivitas pemungutan pajak. Diperlukan 

pengawasan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak 

benar-benar aktif menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, data jumlah 

wajib pajak restoran yang terus meningkat harus dijadikan dasar bagi pemerintah 

untuk memperkuat sistem pengelolaan pajak dan meningkatkan kontribusi sektor 

restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Duri secara berkelanjutan. 

Sektor usaha kuliner di Kecamatan Mandau menunjukkan pertumbuhan 

yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya 

tercermin dari meningkatnya jumlah restoran yang beroperasi, tetapi juga dari 

kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak restoran menjadi 

salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya bagi 

wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang padat seperti Kecamatan Mandau. 

Dengan jumlah pengunjung yang tinggi, tingkat konsumsi masyarakat yang besar, 

serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan, penerimaan pajak restoran menunjukkan angka yang cukup besar 

setiap tahunnya. 

Penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau rata-rata mencapai lebih 

dari Rp 8 miliar per bulan, menjadikannya salah satu sektor penyumbang PAD 

terbesar di tingkat kecamatan. Angka ini mencerminkan tidak hanya tingginya 

transaksi konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga efektivitas pemerintah 

daerah dalam mengelola sistem pemungutan pajak. Berikut ini disajikan data 

penerimaan pajak restoran di Kecamatan Mandau selama lima tahun terakhir: 
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Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Restoran Kecamatan Mandau Tahun 2021–2025 

No Tahun Total Penerimaan Pajak Restoran (Tahunan) 

1 2021 Rp 11.384.215.720 

2 2022 Rp 12.791.403.185 

3 2023 Rp 11.942.875.610 

4 2024 Rp 14.506.218.940 

5 2025 Rp 15.217.834.370 (proyeksi) 

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025 

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, penerimaan pajak restoran di Kecamatan 

Mandau selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat 

meskipun disertai dengan fluktuasi. Pada tahun 2021, total penerimaan pajak 

restoran tercatat sebesar Rp11.384.215.720. Angka ini kemudian mengalami 

peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp12.791.403.185, yang mencerminkan 

pertumbuhan sektor usaha kuliner serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi setelah 

masa pandemi. 

Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan penerimaan menjadi 

Rp11.942.875.610. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

penurunan daya beli masyarakat, tutupnya sebagian usaha kecil, atau penurunan 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan transaksi secara akurat. Meskipun 

demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun 2024, di mana penerimaan pajak 

restoran melonjak menjadi Rp14.506.218.940. Kenaikan ini kemungkinan besar 

dipengaruhi oleh semakin banyaknya wajib pajak yang aktif, penggunaan sistem 

pelaporan berbasis digital yang lebih transparan, serta peningkatan pengawasan 

oleh pemerintah daerah. 

Pada tahun 2025, penerimaan pajak restoran diproyeksikan akan terus 

meningkat dan mencapai Rp15.217.834.370. Proyeksi ini didasarkan pada 
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pertumbuhan jumlah restoran yang konsisten serta optimalisasi sistem 

pemungutan pajak. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor 

restoran di Kecamatan Mandau tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi 

juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dengan rata-rata penerimaan tahunan yang cukup signifikan. Tren ini 

menjadi indikator bahwa pengelolaan pajak daerah di sektor kuliner semakin 

efektif dan menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam 

mengukur kemandirian fiskal suatu wilayah. Di Kecamatan Mandau, PAD 

diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak restoran, retribusi jasa umum, 

pajak hiburan, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-

undangan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor jasa dan 

perdagangan, khususnya usaha kuliner, penerimaan PAD Kecamatan Mandau 

menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Penerimaan PAD per bulan di 

Kecamatan Mandau tercatat cukup tinggi, dengan kisaran rata-rata lebih dari Rp34 

miliar. Hal ini mencerminkan bahwa kecamatan ini memiliki potensi ekonomi 

yang kuat dan kontribusi signifikan terhadap struktur pendapatan daerah. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan data total 

penerimaan PAD Kecamatan Mandau selama lima tahun terakhir: 

Tabel 1.3 Penerimaan Pendapatan Asl Daerah  Kota Duri 

No Tahun Penerimaan Pajak Daerah 

1 2021 Rp 388.715.009.300 

2 2022 Rp 401.922.580.125 

3 2023 Rp 392.318.747.890 

4 2024 Rp 417.729.846.892 

5 2025 Rp 436.110.385.765 (proyeksi) 

 Sumber: UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, 2025 
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Berdasarkan data pada Tabel 1.4, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kecamatan Mandau mengalami tren peningkatan yang stabil selama lima tahun 

terakhir. Pada tahun 2021, PAD tercatat sebesar Rp388.715.009.300, yang 

kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp401.922.580.125. Kenaikan ini 

menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif serta semakin 

optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Namun, pada tahun 

2023, PAD mengalami sedikit penurunan menjadi Rp392.318.747.890. Meskipun 

demikian, angka ini masih tergolong tinggi dan penurunannya tidak signifikan, 

sehingga dapat diartikan sebagai bagian dari fluktuasi normal akibat faktor 

ekonomi eksternal atau penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Selanjutnya, pada 

tahun 2024, PAD kembali meningkat secara signifikan menjadi 

Rp417.729.846.892, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam 

memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki 

sistem pemungutan dan pelaporan pendapatan secara digital. Peningkatan ini 

diproyeksikan berlanjut pada tahun 2025, dengan estimasi total PAD mencapai 

Rp436.110.385.765. Proyeksi ini didukung oleh indikator pertumbuhan ekonomi 

lokal yang stabil, meningkatnya penerimaan dari sektor restoran dan jasa lainnya, 

serta kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD. 

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau 

memiliki kinerja keuangan daerah yang kuat dan berpotensi terus berkembang di 

masa mendatang. 
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Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya strategis dari 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku 

usaha restoran. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pajak 

restoran serta manfaatnya bagi pembangunan daerah perlu dilakukan agar 

pemilik restoran memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga 

investasi bagi perkembangan wilayah mereka. Selain itu, penerapan teknologi 

dalam sistem perpajakan, seperti penggunaan e-tax, dapat membantu 

mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai mekanisme 

pemungutan pajak restoran di Kecamatan Mandau, Kota Duri menjadi sangat 

penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektivitas sistem pemungutan pajak restoran, mengidentifikasi permasalahan 

yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran, serta memberikan 

rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Duri. Dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan pajak restoran serta membantu pemerintah daerah 

dalam meningkatkan penerimaan PAD yang pada akhirnya akan digunakan 

untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah 

mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian yang berjudul 

“Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kota Duri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini berfokus 

pada mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau, Kota Duri. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan 

Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri ? 

2. Apa upaya yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran ?  

1.3 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah  untuk  : 

1. Mengetahui mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

restoran. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain sebagai berikut : 

Penelitian ini diharpkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang perpajakan, 

khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak 

restoran di tingkat daerah. Dengan membahas sistem pemungutan 
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pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi studi-studi lain yang berfokus pada 

optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

b. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

restoran. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam 

pengembangan teori kepatuhan pajak, yang penting dalam 

meningkatkan efektivitas sistem perpajakan daerah. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai 

berikut:  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dalam meningkatkan 

efektivitas sistem pemungutan pajak restoran. Dengan memahami 

kendala dan tantangan dalam mekanisme pemungutan, penelitian ini 

dapat memberikan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan 

penerimaan pajak daerah. 

b. Bagi pemerintah daerah Kota Duri, penelitian ini dapat menjadi 

acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait 

perpajakan restoran. Temuan dalam penelitian ini dapat membantu 

dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan pajak serta 

perbaikan prosedur administrasi pajak restoran agar lebih efisien dan 

transparan. 
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c. Bagi pelaku usaha restoran di Kota Duri, penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kewajiban pajak 

mereka serta manfaat yang diperoleh dari kontribusi pajak terhadap 

pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah 

lainnya dalam mengembangkan strategi peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD) melalui sektor perpajakan. Dengan mengidentifikasi 

permasalahan dalam pemungutan pajak restoran, penelitian ini dapat 

menjadi pedoman bagi daerah lain dalam mengatasi permasalahan 

serupa dan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan mereka. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi penelitian   

 Penelitian dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota 

Duri.  

1.5.2 Jenis data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

1. Sumber data primer 

Menurut Sugiyono (2021), data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber asli melalui proses pengumpulan data oleh peneliti. Data ini 

dihasilkan dari observasi, wawancara, atau metode pengumpulan data lain 

yang dilakukan peneliti secara langsung. Data primer dianggap lebih akurat 

dan relevan karena dikumpulkan dengan tujuan spesifik untuk menjawab 
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pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Data primer akan diperoleh 

langsung dari sumber yang terlibat langsung dalam penelitian ini, seperti: 

a. Wawancara dengan Petugas UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau: Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai 

mekanisme pemungutan pajak restoran, prosedur administrasi, tantangan 

dalam pemungutan pajak, serta upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Duri. 

b. Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran: Pemilik atau pengelola 

restoran di Kota Duri akan diwawancarai untuk mendapatkan perspektif 

mereka mengenai sistem pajak restoran, kesulitan yang dihadapi dalam 

pembayaran pajak, serta pandangan mereka terhadap kebijakan 

perpajakan daerah. 

c. Observasi: Observasi dilakukan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pemungutan 

pajak restoran diterapkan, apakah terdapat kendala teknis, serta 

bagaimana interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak restoran. 

2. Sumber data sekunder  

Sugiyono (2021) juga menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan penelitian 

sebelumnya, jurnal, buku, statistik, atau dokumen lain yang tidak 

dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data sekunder digunakan untuk 

memperkaya dan melengkapi data primer, serta memberikan konteks atau 

latar belakang yang lebih luas. Data sekunder akan diperoleh dari sumber-

sumber yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian, seperti: 
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a. Laporan Keuangan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau: 

Laporan ini berisi data mengenai jumlah penerimaan pajak restoran di 

Kota Duri dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat digunakan untuk 

menganalisis tren dan efektivitas sistem pemungutan pajak. 

b. Laporan Statistik Wajib Pajak Restoran: Data historis mengenai jumlah 

wajib pajak restoran di Kota Duri dari tahun ke tahun akan digunakan 

untuk mengidentifikasi perubahan dalam kepatuhan pajak serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

c. Peraturan Perpajakan yang Berlaku: Regulasi terbaru mengenai pajak 

restoran di tingkat nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 1 Tahun 2022) serta 

Peraturan Daerah Kota Duri yang berkaitan dengan pajak restoran, akan 

dikaji untuk memahami landasan hukum dari sistem perpajakan yang 

diterapkan. 

d. Studi Penelitian Sebelumnya: Penelitian-penelitian terdahulu yang 

membahas perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pajak 

restoran, akan dijadikan referensi untuk memperkaya analisis dan 

membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. 

e. Publikasi Pemerintah dan Media: Artikel berita, laporan dari instansi 

terkait, serta publikasi dari pemerintah daerah yang membahas kondisi 

perpajakan restoran di Kota Duri akan digunakan sebagai tambahan 

informasi mengenai dinamika sistem perpajakan daerah serta 

dampaknya terhadap perekonomian lokal. 
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1.5.3 Metode pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah: Wawancara. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data 

primer langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan restoran 

di Kota Duri. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan: 

1) Petugas UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, untuk 

mendapatkan informasi mengenai prosedur pembayaran pajak restoran, 

kendala dalam proses pemungutan pajak, serta upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

2) Wajib Pajak Restoran (Pemilik/Pengelola Restoran), untuk memahami 

sejauh mana pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban 

pajak restoran, serta hambatan yang mereka alami dalam proses 

pembayaran pajak. 

1.5.4  Analisa data 

   Metode analisis yang digunaan pada penelitian ini yaitu metode analisis 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2021) mengungkapkan bahwa metode analisis 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menghasilkan data dengan 

cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam 

penulisan dengan tujuan agar tugas akhir ini mudah di pahami sehingga 
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mencapai sasarannya. Dalam penulis dan tugas akhir ini bahasan yang akan di 

uraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan 

metode penulisan dan sistematika penulisan dari penelitian penulis  

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Pada bab ini 

penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor UPT 

Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kota Duri, Visi dan Misi,dan 

Struktur Organisasinya.  

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Pada bab ini penulis 

menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan 

teoritis dan masalah penelitian.  

BAB IV : PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan 

mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan 

beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan 

perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. 

Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah 

dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah 

menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Jadi, 

Badan Pendapatan Daerah dipecah menjadi dua, yaitu Badan Pendapatan 

Daerah dan Badan Pasar. 

Badan Pendapatan Daerah mengurusi pajak hotel, restoran, hiburan, 

air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, 

parkir, pajak bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB. Sementara Badan 

pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi 

dari pertamanan dan kebersihan kota. 

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB 

(Pajak Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi 

wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring 

berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan 

dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan 

penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang 

dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. 

UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten 

Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur 
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Pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Derah dilapangan dan 

peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi 

dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT 

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat. 

2.2 Gambaran Umum Instansi 

 

Nama Kantor : UPT Badan Pendapatan Daerah Kec. Mandau 

  Pada Bapenda Kab. Bengkalis  

Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59, Duri.  

Telpon : (0765) 91911 

Email : UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM 

2.3 Visi, Misi dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec. 

Mandau Pada Bapenda Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut:  

1. Visi  

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta 

Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas 

Pelayanan.  

2. Misi  

Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-

P2, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

PBB-P2, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.  
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3. Motto  

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan 

sanggup menyelanggarakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

 2.4 Sturktur organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara 

sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung 

jawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar 

pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan 

yang diinginkan secara maksimal: 

Gambar : 2.1 

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:UPTPendapatanAsliDaerahKotaDuri,Tahun 2024 

Kepala Kantor 

Sub Bagian Umum 

Bidang Dana 

Perimbangan 
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Bagian Pemungut 

Lapangan 
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Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari : 

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda 

Kabupaten Bengkalis 

2. Kepala Sub. Bagian tata usaha 

3. Bidang Dana Perimbangan 

4. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah 

5. Bendahara 

6. Koordinator PBB-P2. 

7. Bagian Administrasi 

8. Petugas pemungut lapangan. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Tujuan awal dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui mengenai 

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Upt Pendapatan Daerah   

Kecamatan Mandau Kota Duri. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemungutan pajak restoran di UPT Pendapatan Daerah 

Kecamatan Mandau Kota Duri telah berjalan dengan cukup baik, 

meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Proses ini dimulai 

dari pendaftaran wajib pajak tahapan awal dalam mekanisme 

pemungutan pajak Restoran, Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Langkah penting setelah pendaftaran wajib pajak, Penetapan dan 

pembayaran pajak berfungsi untuk mengesahkan jumlah pajak yang 

harus dibayarkan berdasarkan laporan yang diberikan oleh wajib 

pajak, Pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa wajib 

pajak restoran telah memenuhi kewajibannya. 

2. Upaya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dilakukan melalui 

strategi sosialisasi dan edukasi, Peningkatan pengawasan dan 

monitoring secara berkala, serta sanksi atas ketidakpatuhan. 

Sosialisasi telah membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak, 

meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam 

menjangkau seluruh pelaku usaha restoran di wilayah tersebut. 
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4.2 Saran 

1. Diharapkan ke depannya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan 

Mandau dapat memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan dengan 

pendekatan lebih intensif dan inovatif, seperti melalui seminar, 

penyuluhan langsung ke restoran, serta penggunaan media digital. Hal 

ini penting agar seluruh wajib pajak memahami kewajiban dan 

prosedur pembayaran pajak dengan benar, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. 

2. Disarankan agar UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 

meningkatkan sistem pengawasan dengan penggunaan teknologi 

informasi, seperti sistem pelaporan omset online (e-reporting) yang 

terintegrasi. Dengan sistem ini, ketepatan waktu pembayaran pajak 

dapat lebih terjamin, transparansi meningkat, serta potensi kecurangan 

dapat ditekan. Selain itu, perlu adanya penambahan jumlah petugas 

pengawas pajak di lapangan untuk mengoptimalkan inspeksi rutin dan 

mendeteksi lebih dini potensi ketidakpatuhan. 
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